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ABSTRAK  

 

Untuk menghormati Hak pasien dan Keluarga dalam pengambilan keputusan dan hak informasi, Di 
RSUD H.Damanhuri Barabai telah mengimplementasikan kebijakan general consent, namun pada 

pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih ditemui petugas yang belum menjalankan 

kebijakan pengisian general consent, serta keluarga yang tidak mengetahui tentang isi dan tujuan 

pengisian general consent tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang 

implementasi kebijakan general consent. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi serta pedoman wawancara.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi general consent belum maksimal dan masih terdapat 

kendala dalam pelaksanaannya. Pada komponen input komunikasi  menunjukkan bahwa kurangnya 

monitoring dan evaluasi oleh pemangku kebijakan, dari komponen sumber daya pada saat 

banyaknya kunjungan pasien rawat inap pengisian general consent tidak dapat dilakukan dengan 

maksimal sedangkan pada pendaftaran rawat jalan belum mengimplementasikan kebijakan general 

consent ini, dari komponen struktur birokrasi didapati bahwa distribusi standar operasional prosedur 
( SOP ) hanya disampaikan secara lisan pada rapat sehingga belum diketahui oleh petugas sebagai 

implementor secara detail dan dari komponen disposisi pelaksana didapati pasien atau keluarga 

pasien hanya disuruh membaca dan langsung diminta tanda tangan. Disarankan kepada rumah sakit 

untuk kembali melakukan sosialisasi dan evaluasi terkait standar operasional prosedur general 

consent, mencari metode baru dalam penyampaian dan pengisian formulir general consent, agar 

pasien dan keluarga dapat memahami dan ikut mengimplementasikan serta mengaplikasikan isi 

general consent dengan baik 
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ABSTRACT  

 

To respect the rights of patients and families in decision-making and information rights, the 
H.Damanhuri Barabai Hospital has implemented a general consent policy, but the implementation 

is still not optimal because there are still officers who have not carried out the general consent 

filling policy, and families who do not know about the contents and the purpose of filling out the 

general consent. This study aims to analyze the implementation of general consent policies. This 

type of research is descriptive qualitative research with interview and observation data collection 

techniques as well as interview guidelines. The results of the study indicate that the implementation 

of general consent has not been maximized and there are still obstacles in its implementation. In the 

communication input component, it shows that there is a lack of monitoring and evaluation by policy 

makers, from the resource component when there are many inpatient visits, filling out general 

consent cannot be carried out optimally, while outpatient registration has not implemented this 

general consent policy, from the bureaucratic structure component it is found that the distribution 
of standard operating procedures (SOPs) was only conveyed orally at the meeting so that the officer 



as the implementer was not aware in detail and from the executor's disposition component it was 

found that the patient or the patient's family was only told to read and immediately asked to sign. It 

is suggested to the hospital to re-demonstrate and evaluate related standard operating procedures 

for general consent, look for new methods in submitting and filling out general consent forms, so 

that patients and their families can understand and participate in implementing and applying the 

contents of general consent properly. 
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